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KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr.MUHAMAD ZEIN PAINAN
Nomor : 800/ 423 /RSUD-2020

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) TANGGAP DARURAT
PENANGANAN COVID-19 PADA ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH DI
LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
TAHUN ANGGARAN 2020

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr.MUHAMAD ZEIN PAINAN

Menimbang :oa. bahwa untuk penanganan Covid-19 pada Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Painan Tahun
Anggaran 2020 perlu ditetapkan Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK) Tanggap Darurat Penanganan Covid-19 di
Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein
Painan.

b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut namanya pada lajur 3
daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu
serta memenuhi syarat untuk menduduki jabatan Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tanggap Darurat Penanganan
Covid-19 seperti tersebut pada lajur 2 daftar lampiran
keputusan ini.

(= bahwa penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Tanggap Darurat Penanganan Covid-19 sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Surat
Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr.
Muhammad Zein Painan.

Mengingat ¢ L Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nemor 77) jo
Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Penyelenggaran
Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun
2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);

Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5178);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010,
tentang Pengadaan Barang dan di lingkungan Instansi
Pemerintah serta perubahannya;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2002,
tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan
Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, tambahan Lembaga Negara
Republik Indonesia Nomor 4502;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun
2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Ahggaran 2020; .

17. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan No 1 Tahun 2015
tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.
Muhammad Zein Painan;

18. Keputusan Bupati Pesisir Selatan nomor : 900/186/ Kpts/BPT-
PS/2020 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan
Bendahara Tanggap Darurat Penanganan Covid-19 Kabupaten
Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

Penetapan Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK) Tanggap
Darurat Penanganan Covid-19 Pada Anggaran Pendapatan Be;anja
Daerah di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Muhammad
Zein Painan Tahun Anggaran 2020;

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini
dibebankan kepada Anggaran Pendatapan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2020;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal yang telah ditetapkan dengan

ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan
diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal, 14 April 2020

DIREKTUR,

== Em—— S

SUTARMAN

Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan.

2. Bapak Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Pimpinan Kegiatan yang brsangkutan.
4.

Pertinggal.
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